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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Isu keamanan yang awalnya hanya berfokus pada negara mengenai ancaman militer, 

perang dan lain sebagainya kini beralih dengan banyak persoalan keamanan yang lain 

dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti permasalahan lingkungan, keamanan pangan, 

kejahatan transnasional, terorisme dan lain sebagainya (Winarno, 2014). Saat ini isu HAM 

menjadi perhatian dunia internasional karena dianggap sebagai isu keamanan yang 

menyangkut mengenai kemanusiaan yang kerap kali terjadi seperti diskriminasi, pelecehan, 

kekerasan fisik, ketidak adilan hukum yang kemudian kasus-kasus tersebut berakibat pada 

adanya pelanggaran HAM. 

Secara umum, HAM merupakan sesuatu yang telah melekat di dalam diri setiap 

manusia dan telah ada sejak manusia itu dilahirkan, hak tersebut bersifat fundamental dan 

universal sehingga wajib untuk dijaga, dilindungi, dihormati setiap individu, masyarakat dan 

juga negara. Adanya piagam PBB Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pada tahun 1948 

menjadikan tonggak awal dibuatnya instrumen-instrumen HAM internasional yang lebih 

baik dan modern mengenai hak sipil, ekonomi, sosial, politik serta budaya. Namun  DUHAM 

ini sendiri penjabaran hak asasi manusia masih terlalu luas dan belum mengikat secara 

hukum sehingga perlu penjelasan yang lebih spesifik terkait hak-hak serta kebebasan bagi 

masyarakat dan juga bersifat mengikat hukum. Akhirnya, kemudian Mejelis Umum PBB 

meminta Komisi HAM PBB merancang sebuah kovenan salah satunya yakni kovenan hak 

sipil dan politik (ICCPR). 
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International Covenant  on Civil and Political Rights (ICCPR) atau kovenan hak-hak 

sipil dan politik beserta protokol opsionalnya kemudian disahkan oleh Majelis umum PBB 

dengan resolusi  2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. ICCPR merupakan rezim 

internasional  yang memuat perjanjian multilateral mengenai kewajiban negara melindungi 

hak-hak sipil serta politik individu. Kovenan hak sipil dan politik ini terdiri dari 6 Bab dan 

53 pasal dimana dari 53 pasal tersebut terdapat 22 pasal yang menyebutkan mengenai hak 

asasi manusia (Triyanto, 2013). Hingga tahun 2014 telah ada 167 negara yang sudah 

meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik (ICCPR) (Direktorat, 2014).  

Indonesia sebagai salah satu negara yang punya banyak persoalan terkait hak asasi 

manusia, kemudian meratifikasi kovenan hak-hak sipil dan politik dalam UU Nomor 12 

Tahun 2005. Adapun pasal kovenan hak sipil dan politik yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah pada bab III pasal 25 ayat 3 berdasarkan pengesahan Undang-Undang tersebut 

menyebutkan bahwa : 

“setiap warga negara harus mempunyai hak dan juga kesempatan, tanpa pembedaan 

apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 serta tanpa adanya pembatasan yang tidak 

beralasan :” 

(a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui 

wakil-wakil yang dipilih secara bebas 

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum secara berkala yang jujur, dan dengan 

hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara 

secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan keinginan dari para 

pemilih 

(c) Mendapatkan akses pada pelayanan umum/publik di negaranya atas dasar 

persamaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). 
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Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dalam mendapatkan 

akses pada pelayanan publik di negara nya tanpa pembedaan apapun. Sebagai negara pihak 

yang meratifikasi kemudian mengesahkan dalam UU. Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia 

punya kewajiban dalam melindungi, memenuhi, menghormati, menegakkan HAM di 

negaranya serta juga melaporkan bagaimana pengimplementasian konvensi-konvensi 

tersebut dimana pemerintah bisa mendelegasikan penerapannya hingga ke tingkat yang lebih 

rendah (daerah) dan pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam melindungi dan 

memenuhi HAM. Hal tersebut terlihat dimana Indonesia kemudian 

mengimplementasikannya pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

sebagai salah satu wujud tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM pada 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu hak-hak dasar yang dijamin negara 

untuk masyarakat. Penghormatan atas HAM sendiri telah ada pada UUD 1945 pada pasal 

28A sampai pasal 28J yang menyebutkan tentang HAM khususnya pada pasal 28I ayat 4 

yang menyebutkan bahwa pemajuan, perlindungan, penegakkan HAM menjadi tanggung 

jawab suatu negara dalam hal ini adalah pemerintah. 

Kemudian berkembang dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang 

mengatur tentang HAM sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara yang berpartisipasi 

dalam kesepakatan Deklarasi Universal HAM 1948 (Negeri, 2019). Banyaknya persoalan 

tentang HAM yang terjadi di Indonesia baik itu kasus HAM ringan ataupun HAM berat 

tentunya pemerintah wajib bertanggung jawab memberikan tempat untuk masyarakat 

melaporkan jika mengalami sebuah pelanggaran HAM yang mana hal itu sebagai salah satu 

bentuk pemenuhan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjalankan 

tugas dan fungsi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia yang mana terdapat salah satu 

bentuk pelayanan publik yang berbasis HAM yang diselenggarakan di Indonesia melalui 
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regulasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Pelayanan komunikasi masyarakat 

(Yankomas) yang merupakan pelayanan publik untuk masyarakat yang melaporkan terkait 

adanya dugaan pelanggaran HAM (Santoso & dkk, 2020). Dengan adanya pelayanan ini 

sebagai bentuk akses bagi masyarakat  untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang 

mana pada hasil akhir nya nanti untuk masyarakat memperoleh kepastian hukum ataupun 

penyelesaian persoalan bagi masyarakat yang mangadukan adanya dugaan pelanggaran 

HAM.  Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Permenkumham, 2018) menjalankan tugas dan fungsi pada wilayah provinsi 

berdasarkan kebijakan dari Menteri Hukum,dan HAM serta peraturan Undang-Undang yang 

berlaku yang mana salah satu nya adalah memberikan akses pelayanan publik bagi 

masyarakat dalam bidang hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM melalui 

Direktorat Jenderal HAM berkoordinasi dengan Kantor wilayah provinsi di Indonesia untuk 

menjalankan pelayanan publik. Saat ini sudah ada 33 Kantor Wilayah yang berkoordinasi 

menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam 

penyelenggaraan pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) sebagai pemenuhan akses 

pelayanan bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM.  

Terdapat satu Kantor Wilayah yang menjadi locus penelitian yaitu Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdasarkan Orta dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kemenkumham.  (Permenkumham, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Sub Bidang Pemajuan HAM Bidang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana tugas pelayanan 

komunikasi masyarakat (yankomas) dalam pelaporan adanya dugaan pelanggaran HAM 
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bahwa hingga tahun 2020 kasus yang banyak dilaporkan adalah mengenai masalah 

pertanahan. Data tersebut akan ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut : 

Grafik 1.1 Pelaporan Kasus  

 

Sumber: Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan 

 

Dari data tersebutlah yang menjadi perhatian penulis untuk melihat Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang merupakan salah satu 

Lembaga/instansi pemerintah yang berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan untuk 

menjalankan organisasi dan tata kerja kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

contohnya yaitu pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) sebagai akses pelayanan 

pemenuhan HAM di wilayah Sumatera Selatan khususnya dalam hal ini masyarakat yang 

melaporkan adanya permasalahan pertanahan. Judul penelitian yang peneliti tulis yaitu:    

“Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 3 di Indonesia Studi 

Pada Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sumatera Selatan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian yang disebutkan dalam latar belakang diatas maka 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Efektivitas Implementasi UU 

Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 25 ayat 3 melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(Yankomas) sebagai pemenuhan akses pelayanan publik studi kasus pada pengaduan terkait 

permasalahan tanah di Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari 

pengimplementasian kovenan hak sipil dan politik melalui pelayanan komunikasi 

masyarakat terhadap persoalan pertanahan sebagai akses pelayanan publik pemenuhan 

HAM di Sumatera Selatan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif referensi 

yang bisa digunakan peneliti lain dalam jurusan ilmu hubungan internasional mengenai 

kovenan hak sipil dan politik serta mengenai pelayanan komunikasi masyarakat sebagai 

salah satu implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 pasal 25 ayat 3 pengesahan kovenan hak 

sipil dan politik sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik di 

negara nya sekaligus sebagai bentuk upaya pemenuhan HAM. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang hak asasi manusia terutama kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan 

politik. Serta menambah pemahaman mengenai pelayanan komunikasi masyarakat 

(yankomas) sebagai akses pelayanan dalam pemenuhan hak asasi manusia yang ada di 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. 
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